UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM
Kampus | : JI. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140
Tip: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657
Kampus Il : JI. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

Menimbang

Mengingat

Kepada

Untuk

Selesai.

SURAT TUGAS
Nomor : ST/ 1l -A /X/2024/FH-UBJ

Tentang
PENUNJUKAN PESERTA WEBINAR

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Webinar Upgrading Hukum
Kesehatan dengan tema “Perkembangan Mendasar dan Aktual Hukum
Kesehatan di Indonesia (Filsafat, Teori/Doktrin, Norma Hukum Positif dan
Putusan Pengadilan)’, yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, maka dipandang periu mengeluarkan
surat tugas sebagai Peserta untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

1.
2.
3.

4.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi.

Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2024-2025.

MENUGASKAN :

SRI WAHYUNI, S.H.. M.H.
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ

Melaksanakan tugas sebagai Peserta dalam Kegiatan Webinar Upgrading
Hukum Kesehatan dengan tema ‘Perkembangan Mendasar dan Aktual
Hukum Kesehatan di Indonesia (Filsafat, Teori/Doktrin, Norma Hukum Positif
dan Putusan Pengadilan)’, yang dilaksanakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal 23 Oktober 2024
Tempat . Aplikasi Zoom Meeting.

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di  : Jakarta

Pada tanggal __: 2% Oktober 2024
Dekan Fakultas Hukum,

Prof. Dr. R. Lina Sinaulan, S.H., M.H.
NIP. 2401637
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PERKEMBANGAN HUKUM KESEHATAN INDONESIA:

4 ..
' ‘ Dulu, Kini dan Masa Depan

PREVIEW MATERI PENGANTAR
UPGRADING HUKUM KESEHATAN
“Perkembangan Mendasar dan Aktual Hukum Kesehatan di Indonesia
(Filsafat, Teori/Doktrin, Norma Hukum Positif dan Putusan Pengadilan)”,

dalam Rangka Dies Natalis ke-64 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, '
Palembang, 23 Oktober 2024
Muhammad Syaifuddin
Dosen Hukum Kesehatan FH Universitas Sriwijaya

A

HUKUM KESEHATAN

Keseluruhan nilai, asas, konsep dan norma hukum positif tertulis dalam peraturan
perundang-undangan dan tidak tertulis dalam bentuk hukum kebiasaan, yang mengatur
tentang penyelenggaraan kesehatan, yang terdiri dari upaya kesehatan, sumber daya

kesehatan dan pengelolaan kesehatan, yang dilakukan secara terpadu dan
berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, jlwa dan

masyarakat y setinggi-tingginya, dalam bentuk pelayanan kesehatan yang
bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemer h Pusat,
Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. (vide UU No. 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan)
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LANDASAN HUKUM KESEHATAN

\

(Vide Konsideran Menimbang UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan)

FISOLOSOFIS SOSIOLOGIS YURIDIS

kKesehatan adaloh HAM dan Tujuon Negaro Permasalahon dan gangguon kesehatan Untuk meningkatkan kapasitas daon
Hukum Kesejahteroon Indonesia, omanat menurunkan produktivitos don  kerugian ketahanon kesehatan diperlukan
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1845 bagi negara, sehingga periu transformasi penyesuaian berbagai kebijokan, untuk
kesehuton penguatan  sistern  kesehatan  secara
Pembangunan  kesehatan  berdasarkan integratif dan holistik dalam 1 (satu)
prinsip-prinsip: kesejahteroan, pemerataan, Perkembangan industi kesehatan nasional undang-undang secara komprehensif;
nondiskriminatif, partisipatif dan makin terbukae pade tingkat regional don
berkelanjutan, untuk mewujudkan dergjat global

kesehatan Masyorakot yang  setinggi-
tingginya Kebutuhan pelayanan kesehatan yong
aman, bermutu don terjangkau  bagl
masyarakat

TRANSFORMASI SISTEM KESEHATAN INDONESIA

Menciptokan pelayonan kesehatan yang
berfokus pada pasien dengan menangani
PERMASALAHAN KESEHATAN masalah kesehatan secara menyeluruh
DI INDONESIA dan memperkuat pencegahan penyakit;
2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat
Minimnya akses pelayanan primer yang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
ada di masyarakat; yang Ib-e!!-fucﬂltﬂs khu'_susrwn pelayanan
Kurangnya kapasitas pelayanan rujukan spesialis dan subspesialis; .
yang belum merata dan hanya berpusat - Meningkatkan kemandirian  dalam
di kota: memproduksi sedionan farmasi dan alat
Ketahanan kesehatan yang masih lemah; kesshatar;
SDM kesehatan yang kurang dan tidak Mempersiapkan masyarakat dululm
merata: . : menghadapi krisis kesehatan di masa kini
Minimnya pemantaatan informasi dan dan yang akan datang;
teknolog; . Efisiensi pendanaan kesehatan dengan
berkoordinasi antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah serta menerapkan
sistem peloporan redlisasi belanjo dan
perencanaan berbasis kinerja;
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Pasal 454 : UU No. 17 Tahun 3 tentang atan Mencabut dan Menyatakan Tidak Be

. UU No. 412 Tahun 1€ rdonansi Obat Keras {Staatsblad 1949 Nomor 419);
y 984 tentang Wabah Penyakit Menular
29 Tahun 2004 tentang Praktik K kteran;
Tahun 2009 tentang Kesehatan
tentang Rumc it
13 tentang Pendidikan Kedokteran;
sehatan Jiwa
] Tehaga Kesehatan

erawatan

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
mulai beriaky, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan
turan pelaksanaan dari

UU No. 4 Tahun 1884 tentang Wabah Penyakit Menular
Ul No. 2 ahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
Ul No D09 tentang Kes

UU No. 44 Tahun 20 antang Rumat

UU'Na. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan
UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kese

UU No. 26 Tahun
UU No. :

3. UUNo.6

10. UL No. £

ketentuan




./{asal 456 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehah

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ‘\x
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak N
/ UndangUndang ini diundangkan. \

§ Note: 92 materi muatan dalam UU ini harus diatur lebih \
lanjut dalam PP, 2 materi muatan dalam Perpres, dan §
materi muatan daiam Permenkes RI.

\ Pasal 458 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan |

\ Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2023)

\\

\

L
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PP No. 24 Tahun 2024 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023,
diundangkan pada 26 Juli 2024, memberikan
pengaturan, penegasan, dan penjelasan lebih
lanjut atas pengaturan mengenai:
1) penyelenggaraan upaya kesehatan;
2) pengelolaan tenaga medis dan tenaga
Pasal 456 kesehatan:;
UU No. 17 Tahun 2023 3) fasilitas pelayanan kesehatan;
tentang Kesehatan 4) kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan
kesehatan;
5) sistem informasi kesehatan;
6) penyelenggaraan teknologi kesehatan;
7) penanggulangan KLB dan wabah;
8) pendanaan kesehatan;
9) partisipasi masyarakat; dan
10) pembinaan dan pengawasan
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Perikemanusiaan;

Keseimbangan;

Manfaat;

. limiah;

. Pemerataan . ;

Etika dan profesionalitas;

Pelindungan dan keselamatan;
Penghoriatan terhadap hak dan

ASAS-ASAS HUKUM KESEHATAN g Eg\gd |'§ﬁ,.”*

(vfdopnml 2UU No. 17 Tahun 2023 ]0 nondiskriminatif;
tentang Kesehatan) . Pertimbangan moral dan nilai-nilai

ogcma; )
12. Pdrtisipatif;
13. Kepentingan umum;
14.Keter an;
15. Kesadaran hukum;
16. Kedaulatan negaraq; )
17. Kelestarian lin ur&%cm hidup;
18. Kearifan budaya; dan
19. Ketertiban dan kepastian hukum.

et
T
N\

ONOUIS W

RUANG LINGKUP HUKUM KESEHATAN (1)

1. Upaya Keschatan, melingkupi:
Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak, Remaja. Dewasa, dan Lanjut Usia,
Kesehatan penyandang disabilitas;
Kesehatan Reproduksi;
Keluarga Berencana,
Gizi;
Kesehatan Gigi dan Mulut;
Kesehatan Penglihan dan Pendengaran.
Kesehatan Jiwa;
Penanggulangan Penyakit Menular dan Penanggnlangan Penvalat Tidak Menular,
Kesehatan Keluarga,
Keschatan Sckolah;
Keschatan Kerja;
. Kesehatan Olah Raga;
Kesehatan Lingkungan;
Keschatan Matra;
Kesehatan Bencana;
Pelayanan Darah;
Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuly. Terap: Berbasis Sel dan atau Sel Punca. serta Bedah Plastic Rekonstruls: dan Estetika.
Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan. dan PERT,
Pengamanan Makanan dan Minuman.
Pengamanan Zat Adiktif,
Pelayanan Kedokteran untuk Kepentuigan Hulum,
Pelayanan Kesehatan Tradisional; dan
Upaya Kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan kesehatan.

wHRomEC-rNOaTDOoORgEEFTNEFR MO A0 TR
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MANFAAT HUKUM KESEHATAN MASA DEPAN
(Pasca Berlakunya UU No. 23 Tahun 2023 jo. PP No. 28 Tahun 2024)

Membuka peluang signifikan untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan, dengan cakupan
yang lebih luas menjangkau Masyarakat di daerah terpencil dan kurang terjangkau;

Peningkatan infrastruktur kesehatan seperti pembangunan rumah sakit, klinik, dan fasilitas
lainnya yang diharapkan mampu mengatasi kesenjangan pelayanan kesehatan;

Penerapan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan, termasuk telemedisin dan rekam medis
elektronik, diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan;

Dukungan yang lebih besar untuk penelitian dan pengembangan juga membuka jalan bagi inovasi
baru dalam pengobatan dan pencegahan penyakit;

Peningkatan kualitas tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Pendidikan dan pelatihan yang
lebih baik, serta penguatan regulasi terhadap profesi medis dan kesehatan untuk memastikan
standar pelayanan yang tinggi;

Peningkatan cakupan pendanaan kesehatan melalui peningkatan cakupan asuransi kesehatan
yang lebih luas dan inklusif memberikan perlindungan finansial yang lebih baik bagi masyarakat;

STRATEGI PENCAPAIAN MANFAAT DAN TUJUAN HUKUM KESEHATAN MASA DEPAN
(Pasca Berlakunya UU No. 23 Tahun 2023 jo. PP No. 28 Tahun 2024)

Pengawasan peraturan hukum baru memerlukan kepatuhan yang ketat dari semua pihak terkait,
untuk memastikan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Distribusi sumber daya yang merata dan peningkatan kualitas fasilitas yang ada;

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk memaksimalkan manfaat bagi
masyarakat;

peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan perubahan
perilaku menuju gaya hidup sehat;

Kerjasama yang kuat, solid, dan strategl yang tepat antara pemerintah, sektor swasta, dan
masyarakat;
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TERIMA KASIH
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¥ UNIVERSITAS
My GADJAH MADA

Perkembangan Hukum Penyelesaian
Sengketa Kesehatan di Indonesia

Disampaikan Dalam Rangkaian Acara Dies Natalis Ke-64 FH Unsri dengan Topik:

Up Grading Hukum Kese hatan “Perkembangan Mendasar Dan Aktual Hukum Kesehatan

i Indonesia (Filsafal, Teori/Doktrin, Norma Hukum Positif dan Pulusan Peogadilan)

Rimawati

Fakultas Hukum - UGM

Isi Paparan:

1. Pendahuluan

2. I;iisiko Medis vs Sengketa Medis _
3. Jenis-jenis Sengketa Medis

4. Perkembangan Pengaturan Penyelesaian sengketa medis di

Indonesia
5. Penutup
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PENDAHULUAN

BAGIAN 1

LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED

Pengantar (1)

-

Sengketa kesehatan di Indonesia
kerap terjadi, baik di sektor layanan
publik maupun swasta.

Penyebab umum sengketa
termasuk malpraktik,
miskomunikasi, dan ketidakpuasan
terhadap layanan medis.

Penyelesaian sengketa melalui jalur
litigasi dan non-litigasi semakin
berkembang dengan lahirnya
beberapa regulasi baru.
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Pengantar

(2)

Definisi Sengketa Kesehatan

+ Perselisihan yang timbul dari hubungan
hukum antara pasien, tenaga kesehatan,
fasilitas pelayanan kesehatan, atau pihak
terkait lainnya.

Fakior Penyebab

« Kelalaian Medis (mal praktik), kegagalan
komunikasi, misdiagnosis hingga risiko
medis yang tidak dijelaskan dengan baik.

Tujuan dari hukum penyelesaian
sengketa Kesehatan

» Melindungi hak-hak pasien dan tenaga

kesehatan, serta meningkatkan kualitas
layanan kesehatan.

Landasan
Hukum
Penyelesaian
Sengketa
Kesehatan di
Indonesia

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 ttg
Kesehatan
+ Hak dan kewajiban pasien, named dan nakes
+ Penyelesaian perselisihan
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 ttg

Peraturan Pelaksana UU No. 17/2023 ttg
Kesehatan

+ Tugas dan Fungsi Majelis Disiplin Profesi
(MDP) dalam penegakan disiplin profesi
Named dan Nakes

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ttg
Perlindungan Konsumen

» Hak pasien sebagai konsumen jasa kesehatan.
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ttg Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1
Tahun 2016 ttg Prosedur Mediasi di Pengadilan




Risiko Medis
VS
Sengketa Medis

BAGIAN 2

LOCALLY ROOTED. GLOBALLY RESPECTED

(38 UNIVERSITAS
%5 GADJAH MADA

Perbedaan

LINIVERSITAN
CADJALL MADA

Sengketa Medis dan Risiko Medis

Sengketa Medis

» Perselisihan yang terjadi antara
pasien dan tenaga medis/fasilitas
kesehatan.

» Biasanya muncul akibat keluhan
atau tuntutan dari pasien terkait
pelayanan kesehatan.

» Contoh: Kasus malpraktik atau
pelanggaran hak pasien.

ugm.ac.id

Risiko Medis

Potensi terjadinya kerugian atau
dampak negatif dari tindakan
medis yang dilakukan.

Tidak semua risiko medis
mengarah pada sengketa;
beberapa bisa dikelola dan
diterima sebagai bagian dari
proses pengobatan.

Contoh: Efek samping obat,
komplikasi setelah operasi.

LOCALLY ROOTED. GLOBALLY RESPECTED

23/10/2024
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Penyebab

=% ) DINIVERSITAS
r CIADIAT | MADA

Sengketa Medis dan Risiko Medis

Sengketa Medis
Malpraktik
Kesalahan diagnosis
Pelanggaran hak pasien
Komunikasi yang buruk

ugm.ac.id

Risiko Medis
Ketidakpastian dalam proses
penyembuhan

Efek samping obat yang tidak
terduga

Komplikasi dari prosedur medis

LOCALLY ROOTED., GLOBALLY RESPECTED

B
Implikasi Hukum o A
Sengketa Medis dan Risiko Medis
Sengketa Medis Risiko Medis
» Dapat berujung pada tuntutan Lebih fokus pada manajemen
hukum terhadap tenaga dan mitigasi risiko dalam praktik
kesehatan atau fasilitas medis.
kesehatan. Mencakup tindakan pencegahan
* Proses penyelesaian dapat untuk mengurangi kemungkinan
melalui pengadilan atau mediasi. terjadinya kerugian.
ugm . ac.ld LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED
10
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LINIVERSITAS

Penanganan
Sengketa Medis dan Risiko Medis

Sengketa Medis Risiko Medis
» Diperlukan penyelesaian melalui » Dikelola dengan cara
hukum atau mediasi. meningkatkan standar praktik

medis dan pelatihan untuk
tenaga kesehatan.

* Memerlukan kebijakan
manajemen risiko di rumah sakit
atau fasilitas kesehatan.

+ Pihak-pihak yang bersengketa
dapat mengajukan tuntutan.

Ugm.ac.id LOCALLY ROOTED. GLOBALLY RESPECTED
11
/%8 UNIVERSITAS
%" GADJAH MADA
Jenis-jenis
Sengketa Kesehatan
Bagian 3
LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED
12



23/10/2024

o  Sengketa Medis _—

+ Malpraktik, kelalaian medis, kesalahan
. diagnosis.

m Sengketa Administrasi
J en I S -J en iS |, e Kasi:iahan dalam pengelolaan rumah sakit atau
I Klinik.

Sengketa t — S —

Sengketa Hubungan Pasien dan
Kesehatan QL Terioe Kesenan " R—

» Pelanggaran hak pasien, etika profesional.

» Konflik antara tenaga kesehatan dan institusi
tempat mereka bekerja.

Il Sengketa Ketenagakerjaan dalam
Bidang Kesehatan

'm%anWMbﬂwdﬂmelm&hmmmmm
terkait dugaan malpraktik yang menyebabl kesehat
*  Kasus ini dimulai karena ketidakpuasan pasien terhadap tindakan medis yang dilakukan, dan melalui proses litigasi,
Pengadilan Negeri akhirnya memutuskan untuk menolak gugatan karena dianggap tidak cukup bukti adanya kelalaian
d :
. &wmmmmmlmmmmmmmu

q
* Pada 2023, sebuah klinik di Bali terlibat sengketa medis yang diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Jakarta,
Kasus ini berpusat pada keluhan pasien terhadap kualitas pelayanan dan hasil tindakan medis yang dianggap merugikan
® Puienr f:nn o lalui jal litigasi di BPSK difokuskan pada ganti finansial
mengaju uan melalui jalur non-liti i rugi 8
o mmmmemmmmmnammﬂmmm«mm
DY

B e s

d5U5 jOr L | 3
Kasus ini berkaitan dengan kematian Joshua Situmorang setelah prosedur pencabutan gigi di Rumah Sakit Fatmawati.
®  Keluarga korban menuduh adanya malpraktik oleh dokter p&‘yang Imlu-mmpd;' i sengketa medis.
® Meskipun proses litigasi berjalan, pengadilan pada akhimya tidak menemukan bukti kuat bahwa dokter tersebut
melakukan kesalahan yang disengaja, dan dokter tersebut dibebaskan dari tuntutan

14
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Perkembangan Pengaturan
Penyelesaian sengketa medis di
Indonesia

BAGIAN 4

LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED

15

€Y UNIVERSITAS

GADJAH MADA

Penyelesaian Sengketa
Sebelum UU 17/2023

Non-Litigasi
mediator.

Litigasi (Pengadilan)
1. Mekanisme formal di pengadilan yang melibatkan pihak pasien
dan tenaga kesehatan,

2. Keputusan bersifat mengikat, namun seringkali memakan
waktu panjang.

1. Mediasi: Penyelesaian secara damai dengan bantuan

2. Arbitrase: Penyelesaian melalui arbiter dengan keputusan
yang mengikat.

3. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
(MKDKI): Badan yang menangani disiplin kedokteran dan
penyelesaian non-litigasi atas dugaan malpraktik
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Perkembangan Pengaturan Penyelesaian sengketa

kesehatan di Indonesia

uuuowzmm uumwzmug
Praktik Kedokteran Rumah Sakit

« Lebih menitikberatkan » Fokus pada
pada disiplin profesi jawab ins&u.lsi rumah
dan etik sakit secara
melalui keseluruhan,
internal MKDKI. khususnya terkait
kelalaian dalam terj pendekatan restoratif,
layanan kesehatan. pelanggaran hak sebelum beralih ke
pasien. jalur litigasi.
* Lebih menitikberatkan

pada disiplin profesi
dan pelanggaran etik
melalui mekanisme
internal MDK

17

UU No. 17 Tahun
2023 tentang
Kesehatan

Transformasi dalam UU No. 17 Tahun 2023

UU No. 1?Tm202‘.!mmbonkmlmdmnhukum
yang lebih kuat dalam
kesehatan

uﬂib'

Ilﬂg.udlnmlhws
ﬂmnmnhdln-hmmdupandm

©  Peran MKDKI - MOP: Ditata ulang untuk
litigasi kasus disiplin medis.
transparansi dan jaminan hak pasien untuk
mengajukan pengaduan dan menuntut gant rug! atas
kelalaian

18
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Pasal 310
UU No. 17 Tahun 2023

Pasal 310

Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga . -
melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang
menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang
timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu
melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

19

Anotasi:

Pasal 310
UU No. 17 Tahun 2023

Pasal 310 UU Kesehatan memberikan ketentuan
terkait penyelesaian sengketa kesehatan
melalui mekanisme non-litigasi.
Beberapa poin penting dari pasal ini:
1. Mekanisme Mediasi
*  Pasal ini menekankan pentingnya penyelesaian
sengketa medis melalui mediasi sebagai upaya
penyelesaian di luar pengadilan.
2.Peran Lembaga Independen

20
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PP No. 28 Tahun 2024

< PP No. 28 Tahun 2024 menegaskan
prosedur, mekanisme, dan alur
penyelesaian sengketa kesehatan,
terutama pada:
1. Kesehatan Jiwa' L gan dan

A Kesehatan ]
Pengaturan lebih ketat terkait pelanggaran layanan
yang berdampak pada hak reproduksi dan
kesehatan anak.

< Kewajiban Fasilitas Kesehatan:
Memperkuat kewajiban RS dan kiinik dalam
menyediakan mekanisme intemal untuk
menangani keluhan pasien sebelum masuk
ke ranah litigasi.

21
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Perbandingan
Sebelum dan Sesudah UU 17/2023

Aspek Sebelum UU 172023 Setelah UU 17/2023

Regulasi Fragmentasi peraturan terkait Sistem lebih terpadu, pengaturan
penyelesaian sengketa komprehensif

Penyelesaian Fokus litigasi dengan hasil final di Dorongan kuat ke mekanisme non-

Sengketa pengadilan litigasi

Peran MKDKI - MDP  Hanya menangani sengketa kedokteran Diperiuas ke semua profesi

kesehatan
Hak Pasien Tidak jelas mekanisme pengaduan Hak pasien diatur dengan lebih jelas
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Relevansi
Pasal 310
dalam
Penyelesaian
Sengketa
Kesehatan

Poin Utama Pasal 310

» Mendorong mekanisme penyelesaian sengketa di
luar pengadilan untuk mempercepat proses dan
mengurangi beban biaya.

- Memberikan ruang bagi pasien dan tenaga
kesehatan untuk menyelesaikan konflik secara
lebin damai, tanpa harus melalui proses litigasi
yang panjang.

Damplk Implementasi

Efisiensi 2 Sengketa medis dapat diselesaikan
lebih cepat dengan mediasi atau melalui lembaga

independen.

+ Penurunan Kasus Litigasi - Pengaturan ini
bertujuan mengurangi jumlah sengketa medis yang
berakhir di pengadilan dengan meningkatkan
penggunaan mekanisme non-litigasi.

23

Restorative Justice dalam
Penyelesaian Sengketa Medis

Restorative Justice (Keadilan Restoratif)

. merupakan pendekatan penyelesaian sengketa
yang berfokus pada pemulihan hubungan antara
pihak yang terlibat, yaitu pelaku dan korban,
dengan tujuan mencapai keadilan melalui dialog

dan mediasi.
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Pasal 306
= a Pela i1sipli T i Ti
Restorative Justice e . Mads St e
dalam Penyelesaian ayat (3) diberikan sanksi disiplin berupa:
Sengketa Medis 2 PTG

b.  kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di
penyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan atau
Rumah Sakit pendidikan terdekat yang memiliki
kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut;

Pasal 306 ayat (3) UU

c. penonaktifan STR untuk sementara waktu;

Kesehatan dan/atau

memperkenalkan unsur d. rekomendasi pencabutan SIP.

Restorative Justice (2) Hasil pemeriksaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai bagian dari e LSS s’ Tadge Modia due Teoegn Kepahainn, | __
pendekatan ! {3) Tenaga Medis atau Tenaga Keschatan yang telah

. melaksanakan sanksi disiplin scbagaimana dimaksud
pen)fdesa‘an sengk_eta ! pada ayat (1) yang dijatuhkan terdapat dugaan tindak
medis secara damai. | pidana, aparat penegak hukum  mengutamakan
penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan

i restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

L undangan.

Elemen Utama Restorative Justice

1. Pengakuan Kesalahan
- Tenaga kesehatan yang terlibat dimungkinkan untuk mengakui
kesalahan atau kekeliruan dalam tindakan medis.
2. Pemulihan Kerugian
- Restorative justice mendorong adanya ganti rugi dan pemulihan
baik secara material maupun immaterial kepada pasien yang
dirugikan.
3. Reintegrasi

Fokus pada reintegrasi kedua belah pihak, sehingga tidak
hanya menghasilkan sanksi tetapi juga perbaikan hubungan.
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Kelebihan Restorative Justice

L Memberikan jalan keluar kooperatif dan damai, sehingga
Konflik mengurangi eskalasi konﬁngmm named dan pasien.

L e B Dapat mengurangi waktu ian yang biasanya lebih lama jika
2Lyt dibandingkan dengan ”"ﬁ?ﬁ di pengadilan.

Pemulihan
yang Lebih
WhTADR "ePutasi bagi named/n

BatfohJspadapamwhanpemmbagikorban(pasien)danjugarehabimasi
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Penutup - Kesimpulan

1. Sengketa medis dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk
malpraktik, kesalahan dlagnosls‘ kelalaian dalam perawatan,
pelanggaran hak pasien, komunikasi yang buruk, kesalahan
administratif, dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai.

2. Perkembangan hukum penyelesaian sengketa kesehatan di
Indonesia terus mengalami peningkatan, terutama dengan
ﬁndS}an regulasi yang mendukung mediasi dan penguatan peran

3. UU No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 28 Tahun 2024 membawa
‘Iam in segar dalam penyelesaian sengketa kesehatan di
ndonesia.

4. Mekanisme non-litigasi diperkuat untuk memberikan penyelesaian
lebih cepat dan murah.

ugm.ac.id LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED

‘Interpretatio Cessat In Claris, Interpretation Est Perversio”

Terima Kasih

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
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